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Peran bank sentral dalam perekonomian suatu negara sangat menentukan. Hal ini
dimungkinkan sebab bank sentral merupakan partner utama pemerintah dalam menggerakkan
dan mendinamisir berbagai kegiatan ekonomi masyarakat, dengan statusnya sebagai otoritas
moneter. Sebagai otoritas moneter, bank sentral mempunyai tujuan, tugas dan wewenang yang
tidak dimiliki lembaga ekonomi lainnya, sehingga pemimpin bank sentral memerlukan persyarat
khusus atau spesifik, baik yang bersifat formal berdasarkan UU, maupun yang bersifat non
formal namun harus dapat dipertanggungjawabkan (good governance). Di Indonesia, tujuan,
tugas dan wewenang bank sentral Bank Indonesia (BI) telah mengalami perkembangan dalam
pelaksanaannya secara siginifikan. Dimulai dari masa periode BI di bawah kekuasaan
pemerintah, kemudian BI sebagai bagian pemerintah, sampai periode BI menjadi lembaga yang
independen. Dari setiap masa tersebut, BI mengalami pasang surut pengalaman dalam
menghadapi masalah, dalam penyusunan kebijakan serta pengaruhnya dalam pembangunan
ekonomi khususnya.
Tampaknya menarik dan penting untuk mengevaluasi kinerja BI selama periode
independensinya, khusus dalam masa tugas pemimpin BI periode 2003-2008, yang akan habis
masanya di bulan Mei mendatang. Hal itu ditujukan untuk mengetahui runtut peristiwa yang
mendasari setiap kebijakan yang disusun dan dilaksanakan, serta sejauh mana efektifitas kinerja
kebijakan moneter BI dalam peranannya menggerakkan dan mendinamisasi pembangunan
ekonomi Indonesia, khususnya system moneter dan keuangan Indonesia.
Pertama, terlebih dahulu penting dicatat beberapa hal atau kejadian selama periode
sebelum tahun 2003 yang mendasari penyusunan dan pelaksanaan kebijakan moneter BI periode
2003-2008. Dapat dikatakan bahwa sejak krisis ekonomi tahun 1997/1998 sampai dengan tahun
2003, kredibilitas kebijakan Pemerintah dan BI relatif rendah. Sebab kebijakan ekonomi yang
dibuat dan dilaksanakan sangat bertumpu pada sejauh mana program-program IMF dijalankan.
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3Masalahnya, selama itu tidak dapat disusun program-program pembangunan ekonomi secara
mandiri, baik oleh pemerintah maupun BI dalam rangka meningkatkan kredibilitas
perekonomian bangsa, yang masih dilanda krisis. Akibatnya, kurang efektifnya kebijakan
ekonomi dan moneter yang dilaksanakan. Dari sisi kebijakan moneter BI misalnya, tercermin
dari kurang responsifnya perbankan terhadap kebijakan moneter BI yang telah menurunkan suku
bunga SBI cukup signifikan, tapi tidak diikuti penurunan suku bunga kredit sehingga sulitnya
meningkat jumlah kredit perbankan. Posisi NPL perbankan yang masih tinggi, akibat belum
bergeraknya ekonomi sektor riel. Oleh karena kondisi perbankan belum solid, sehingga ditempuh
kebijakan rekapitalisasi perbankan yang mendorong terjadinya penjualan saham-saham
perbankan nasional (divestasi) kepada publik termasuk pihak asing, yang kemudian banyak
dipermasalahkan. Juga masih tingginya tingkat inflasi, masih besarnya posisi utang luar negeri,
serta cadangan devisa yang sangat terbatas. Tapi masalah paling krusial yang harus dihadapi
pemimpin BI yang baru  saat itu dalam mengawali tugasnya untuk periode 2003-2008 adalah
permasalahan BLBI yang belum selesai, akibat belum tercapainya kesepekatan penyelesaian
aspek keuangan BLBI antara pemerintah, DPR dan BI, sehingga menyebabkan neraca keuangan
BI selalu mendapat predikat ”Disclaimer” dari BPK. Hal ini secara keseluruhan berdampak pada
rendahnya rating perekonomian dan investasi Indonesia di mata pebisnis, sehingga investasi
domestik dan asing mengalami perlambatan pertumbuhan.
Kedua, menghadapi kondisi-kondisi yang tidak kondunsif tersebut maka BI dibawah
pemimpin yang baru saat itu, dituntut untuk menyiapkan dan melakukan terobosan-terobosan
kebijakan strategis yang dimaksudkan untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi, baik
membenahi persoalan-persoalan internal dan eksternal BI. Dari sisi internal, BI telah melakukan
beberapa kebijakan strategis, dengan membenahi persoalan pada manajemen organisasi BI, dan
terutama membenahi aspek kebijakan dan strateginya agar sesuai dengan tujuan, tugas dan
wewenangnya, di bidang moneter, sistem pembayaran dan perbankan. Khusus dalam kaitannya
dengan tiga hal terakhir, dapat dicatat beberapa kebijakan penting yang telah dilakukan BI untuk
merealisasikan tujuan utamanya, menciptakan sistem keuangan Indonesia yang handal,
menciptakan stabilisasi dan mendukung ketahanan serta perkembangan ekonomi negara.
Di bidang moneter, untuk mencapai stabilisasi harga, BI menerapkan kerangka kebijakan
yang dianggap lebih kredibel, transparan dan akuntabel, melalui strategi kebijakan Inflation
Targeting Framework (ITF). Secara implisit kebijakan itu telah dilaksanakan sejak tahun 2003,
namun full-fledged, sejak tahun 2005. Ditandai dengan digunakannya BI rate sebagai sasaran
operasional kebijakan moneter, menggantikan base money (uang primer). Sedangkan untuk
memelihara stabilitas nilai tukar rupiah, secara bertahap BI memperkuat posisi cadangan devisa,
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dengan program perubahan outstanding SBI, serta melakukan strategi second line of defense
melalui keikutsertaan dalam kerjasama pengelolaan arus keuangan internasional dengan negara-
negara Asean, dalam kerangka Chiang Mai Inisiatif dengan melakukan kesepakatan ”Bilateral
Swap Arrangement”, sebagai upaya untuk menciptakan stabilisasi nilai rupiah dalam kawasan
Asia. Kemudian dilakukan kebijakan pengembangan dan pendalaman pasar keuangan domestik
dengan menambah dan mengaktifkan kembali instrumen dan jenis transaksi dalam kegiatan
Operasi Pasar Terbuka (OPT). Dan yang terpenting adalah menginisiasi dan merealisasikan
strategi untuk melunasi hutang luar negeri Indonesia ke IMF, guna menghentikan post program
monitoring yang dilakukan IMF, dalam rangka dapatnya diwujudkan kemandirian dalam
menetapkan kebijakan ekonomi nasional.
Di bidang Sistem Pembayaran, BI telah membangun infrastruktur sistem pembayaran
yang semakin handal, cepat, akurat, aman dan efektif dalam kegiatan transaksi swasta dan
pemerintah melalui penerapan BI-Real Time Gross Settlement/RTGS) dan Sistem Kliring
Nasional Indonesia /SKNBI). Juga BI telah melakukan penggunaan kartu dalam sistem
pembayaran (APMK). Termasuk dikembangkannya sistem pembayaran non tunai, dengan
memunculkan instrumen pembayaran elektronik (e-money), sebagai instrumen pembayaran
dalam skala kecil atau mikro. Selain itu, BI juga telah mengimplementasikan sistem bank
Indonesia Government-Electronic Banking (BIG-eB) untuk memfasilitasi Depkeu dalam sistem
informasi dan melakukan transaksi elektronik serta on-line atas rekening pemerintah yang
ditatausahakan BI.
Di bidang Perbankan, dalam rangka melakukan konsolidasi perbankan untuk
meningkatkan ketahanan industri perbankan nasional, BI telah mengimplementasi program
Arsitektur Perbankan Indonesia (API 1-6) sejak tahun 2004 dengan 6 pilarnya,. Pertama dengan
meningkatkan kapasitas permodalan bank, penerapan single presence policy dan strategi merger
perbankan (API-1). Dalam rangka memperbaiki kualitas pengaturan perbankan (API-2), BI
mendirikan Lembaga Riset Perbankan Daerah (LRPD) di berbagai daerah terpilih untuk
meningkatkan peran perbankan dalam perekonomian daerah. Menciptakan pengawasan dan
pengaturan yang efektif dengan mengacu pada stándar-stándar internasional (API-3).
Meningkatkan kemampuan kualitas manajemen dan operasional perbankan (API-4). Membentuk
Biro Informasi Kredit untuk mengatasi problem asymetric information (API-5). Serta,
meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat, serta meluncurkan program edukasi
masyarakat di bidang perbankan (API-6). Selain itu, dalam kaitannya dengan inisiatif dibidang
perbankan ini, BI melakukan inisiatif untuk mengimplementasi Basel II secara konsisten dalam
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menyongsong era globalisasi keuangan. Bi juga telah menginisiasi dan melaksanakan strategi
untuk menghadapi krisis ekonomi dan keuangan jika berulang (crisis resolution), berkoordinasi
dengan pemerintah dan LPS melalui program Jaring Pengaman Sektor Keuangan (JPSK).
Selain itu, menyadari bahwa eksistensi peran BI sangat penting dan strategis dalam
menciptakan dan menjaga kestabilan serta perkembangan ekonomi makro, maka BI juga merasa
bertanggungjawab untuk berperan serta dalam kegiatan-kegiatan spesifik dengan melakukan
inisiatif-inisiatif kebijakan di bidang sektor riil. Diantaranya, membenahi perannya sebagai
policy advisory, dengan melakukan program kerja mereorientasi peran kantor BI di daerah-
daerah, serta memfasilitasi pengembangan kegiatan perekonomian rakyat, melaui program pilot
poject cluster UMKM dan tim fasilitasi percepatan pemberdayaan ekonomi daerah (TFPPED).
Ketiga, dari berbagai upaya yang telah dilakukan, dapat di catat beberapa hasil yang
dicapai dan mungkin dapat dijadikan dasar untuk menilai efektifitas kinerja dari peran BI dalam
pembangunan ekonomi selama periode 2003-2008. Tampaknya, baru setelah BI memperoleh
penilaian Laporan Keuangannya dengan predikat “Wajar Tanpa Syarat” dari BPK, sebagai hasil
kesepakatan antara Pemerintah, DPR dan BI dalam penyelesaian persoalan BLBI, maka BI dapat
memulai menjalankan tugasnya secara optimal dalam rangka mencapai dan memelihara stabilitas
makroekonomi. Dengan kestabilan makroekonomi yang dicapai, telah tercipta iklim yang
kondusif bagi proses pemulihan ekonomi, mengurangi kerentanan di sektor keuangan dan
meningkatkan kepercayaan internasional pada perekonomian nasional. Hal tersebut merupakan
element of continuity bagi pembangunan perekonomian Indonesia. Sebagai hasilnya, telah
membaiknya beberapa indikator ekonomi makro sektor riil maupun di sektor moneter dan
keuangan.
Tentu saja prestasi ekonomi yang baik selama 5 tahun terakhir bukan hanya sebagai akibat
dari hasil kerja BI, namun tentu perlu diakui bahwa BI mempunyai andil oleh karena fungsi dan
tugasnya di bidang moneter, sistem pembayaran dan perbankan yang cukup berhasil. Seperti
dijelaskan berikut ini. Data menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi terus mengalami
peningkatan dan bahkan pada tahun 2007 mencapai 6,3% per tahun, untuk pertama kalinya sejak
krisis. Cukup kuatnya permintaan domestik dan kinerja ekspor yang baik menjadi faktor
penunjang pertumbuhan ekonomi tersebut. Sehingga rasio investasi terhadap PDB meningkat
dari 19,7% di 2003 menjadi 22,41% di tahun 2007 (harga konstan). Dari sisi eksternal, Neraca
Pembayaran Indonesia (NPI) terus membukukan surplus dari tahun ke tahun sejalan dengan
meningkatnya kinerja ekspor Indonesia dan masuknya aliran modal asing ke pasar keuangan
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USD 36,3 miliar di tahun 2003 menjadi USD 56,9 di tahun 2007; Sehingga telah terjadi Surplus
NPI dan cadangan devisa yang meningkat signifikan dan menciptakan kestabilan nilai tukar
rupiah. Dengan volatilitas nilai tukar jauh lebih rendah tersebut telah memberikan kepastian yang
lebih baik kepada pelaku usaha. Dengan nilai tukar rupiah yang relatif stabil dan kebijakan Bank
Indonesia mengarahkan ekspektasi inflasi masyarakat yang dipercaya, telah berperan mendorong
laju inflasi menuju sasaran yang ditetapkan. Selanjutnya, di tengah gejolak harga minyak dunia
sejak tahun 2004, inflasi IHK dan inflasi inti secara rata-rata tercatat sebesar 6,19% dan 6,26%
per tahun, berada dibawah laju rata-rata era pra-krisis yang mencapai 8,21% dan 9,13% per
tahun. Terjaganya laju inflasi memberikan peluang diturunkannya suku bunga kebijakan (BI rate)
dari level 12,99% di akhir tahun 2002 menjadi 8% di akhir tahun 2007. Telah dicapai rasio ULN
terhadap PDB yang terus mengalami penurunan, dari 56,8% di tahun 2003 menjadi 31,2% di
tahun 2007, terutama setelah selesainya utang luar negeri Indonesia kepada IMF. Kondisi-
kondisi tersebut akhirnya menyebabkan adanya perbaikan rating perekonomian Indonesia yang
semakin baik, terutama rating investasi yang mendekati level investment grade di pasar investasi
domestik dan global.
Kemudian, khusus dalam kaitannya dengan aspek moneter dan keuangan, dapat
dikatakan bahwa secara umum sistem moneter dan keuangan Indonesia selama periode 2003-
2008 telah lebih kokoh (resilience), tercermin dari meningkatnya kinerja perbankan nasional
secara umum. Stabilitas sistem perbankan paska krisis jauh lebih baik dibandingkan sebelum
krisis. Sehingga perbankan domestik mampu menahan berbagai gejolak yang cukup besar dalam
perekonomian nasional, seperti dampak menular krisis sub-prime mortgage di AS, kenaikan
harga minyak dunia dan dampak turunannya nilai tukar, inflasi dan suku bunga. Hal ini
dimungkinkan oleh sebab kemampuan manajemen risiko perbankan telah membaik, akibat
diterapkannya peraturan kehati-hatian oleh Bank Indonesia. Selain itu, BI juga telah melakukan
inisiasi dan kebijakan kemudahan pembangunan dan perluasan perbankan syariah serta bank-
bank perkreditan rakyat (BPR) Berbagai kebijakan tersebut di atas telah berimplikasi pada
membaiknya posisi beberapa indikator perbankan, seperti : CAR perbankan rata-rata telah
berkisar pada angka 19,5%; Total Aset perbankan mengalami peningkatan yang cukup signifikan
dalam 5 tahun terakhir, dari sekitar Rp 1196 triliun di tahun 2003 hingga mencapai Rp 1986
triliun di tahun 2007; serta Kredit perbankan telah meningkat 2 kali lipat, dari Rp 477,2 triliun di
tahun 2003 menjadi Rp 1045,7 triliun tahun 2008. Pertumbuhan tersebut didukung oleh
peningkatan DPK sebesar Rp 662 triliun dari levelnya di tahun 2003. Keseluruhan keadaan
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menjadi 2,8% sejalan dengan adanya perbaikan efisiensi dalam operasional Perbankan.
Akhirnya, dapat disimpulkan bahwa meskipun telah diperoleh hasil beberapa indikator
ekonomi makro sektor riil dan indikator sektor moneter dan keuangan yang umumnya dalam
kondisi baik, tapi masih ada beberapa hal yang harus dibenahi lebih seksama oleh pemerintah
dan khususnya BI. Terutama jika memperhatikan beberapa persoalan ekonomi di tingkat mikro
sektor riil, yang perkembangannya dianggap beberapa pihak cendrung mengkhawatirkan, seperti
tercermin dari masih besarnya jumlah pengangguran dan orang miskin. Sehingga dianggap
bahwa berbagai perbaikan hasil-hasil pembangunan yang dicapai masih bersifat semu, sebab
prestasi yang dicapai hanya diukur secara kuantitatif, belum kualitas. Hal ini tampaknya
disebabkan karena masih besarnya kesenjangan fungsi antara aspek kebijakan ekonomi makro
sektor riil dengan aspek kebijakan moneter dan keuangan, ditengan. Oleh karena itu diharapkan
bahwa dengan akan adanya pemimpin atau Gubernur BI yang baru untuk periode 2008-2013,
maka yang bersangkutan selain membenahi beberapa hal yang masih kurang selama ini, atau
menambah kebijakan-kebijakan yang diperlukan, kiranya juga tetap dapat melanjutkan secara
konsisten beberapa kebijakan yang telah disusun, dilaksanakan dan rencana akan dikembangkan.
Agar supaya dapat disusun dan ditetapkan model kebijakan moneter yang handal, kredibel,
transparan, dapat diimplementasi, dapat dipertanggungjawabkan dan dapat diterima oleh semua
pelaku ekonomi, demi kepentingan pembangunan ekonomi bangsa yang lebih lebih adil guna
dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi seluruh rakyat Indonesia.
